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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dilakukan satu atap 

secara terpadu oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) 

Kota Mataram, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, 

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan jalinan komunikasi dan sinergritas antar unsur- - 

unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu; 

b. Memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat, 

khususnya kepada peserta Pemilu agar tidak melakukan Tindak 

Pidana Pemilu; 

c. Melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap Tindak 

Pidana Pemilihan Umum. 

Sentra penegakan hukum terpadu dalam memandang suatu 

pelanggaran memiliki perbedaan,  untuk melakukan penegakan hukum 

nya, namun hal tersebut tidak membuat sentra penegakan hukum terpadu 

berbeda pandangan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi berakibat 

sanksi, oleh karena setiap pelanggaran pemilu itu berakibat sanksi, yang 

kemudian jika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana maka 
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hal tersebut kemudian dilakukan pengkajian melalui mekanisme gelar 

perkara oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam 

pelaksanaan tugas di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) 

tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam pelaksanaan tugas melakukan penegakan hukum tindak 

pidana pemilihan umum yang bersifat internal maupun eksternal 

2. Kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum  

Bawaslu Kota Mataram, adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu, 

penyidik dan kejaksaan dalam mengkaji suatu laporan/temuan yang di 

duga tindak pidana pemilihan umum, dari substansi hukumnya maka 

peraturan perundang-undangan masih terdapatnya kata-kata yang 

mengandung multitafsir dan sulit untuk dimengerti, dan yang terakhir 

yaitu budaya hukum, bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah 

mengenai tindak pidana pemilihan umum, sehingga masyarakat masih 

banyak yang melakukan tindak pidana pemilihan umum. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum harus 

lebih tegas dengan mengacu pada aturan dan ketetapan yang berlaku. 

2. Sebaiknya ada aturan khusus untuk meminimalisir dalam rangka 

menyatukan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, 

sehingga dengan adanya persamaan.    
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